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Dihadiri Empat sampai
Enam Anggota Dewan

SINGARAJA - Meski mendapat
mandat dari rakyat. Ternyata, ke-
lakuan wakil rakyat di Bumi Panji

“Sakti, B&“Eilé\éng,: tak patut ditiru.
Apa sebab? Banyak anggota dewan
yang malas untuk hadir dalam rapat
pembahasan rancangan peraturan
daerah (Ranperda). Padahal, ini ber-
urusan dengan rakyat banyak yang
memberikan kepercayaan kepada
mereka.
~ Alhasil, Ketua Dewan DPRD Bule-

memanggil pimpinan fraksi soal
masalah krusial ini. Jelas dia, se-

tergabung dalam Pansus II DPRD

iri rapat internal pansus. Akibatnya
pembahasan sejumlah Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda), ter-
paksa ditunda. Padahal, ranperda itu

sidang pertama yang berakhir pada

Rapat Pansus IT hanya

leng Gede Supriatna pun harus

jumlah anggota DPRD Buleleng yang .

Buleleng, rupanya malas menghad-

sudah bisa dituntaskan pada masa
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Pansus II DPRD Buleleng yang dip-
impin H. Mulyadi Putra, diketahui
membahas dua ranperda. Keduanya
adalah ranperda tentang perubahan
‘perda Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) sektor pedesaan dan perko-
taan, serta ranperda tentang peru-
bahan perda sampah. “Laporan dari

ketua pansus dan anggota ‘pansus,

hanya ada empat sampai enam orang

PANSUS il DPRD BULELENG

I
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- yang hadir dalam rapatinternal, dari

_ total 21 orang anggota. Kalau begitu

terus-terusan, pembahasan untuk
mencapai titik temu permasalahan,
tidak akan selesai,” papar Supriatna
kepada pimpinan fraksi kemarin |
(3/7).

Dari enam fraksi di DPRD Buleleng,
hanya tiga fraksi saja yang hadir.
Mereka adalah Ketua Fraksi PDI
Perjuangan Ni Kadek Turkini, Ketua

 Fraksi Demokrat Luh Putu Hesti

Nasional Demokrat Made Sudiarta.

Sedangkan tiga fraksi lamny%yahli bfsa disahkan. Padahal kini s g8
Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, dan = maguk dalam masa sidang kedua. T
& - khawatir bila masalah itu dibiarkan

§

Fraksi Golkar tidak hadir. “B ukan
hanya masalah kehadiran di rapa

- internal pansus saja. tapi juga k‘?""t bahasan ranperda lain.

“duaranpe

- Menurutnya, gara-gara tingkat ke-
« feote;  Dadiran yang rendah, pembahasan
‘Ranita Sari, serta Sekretaris Fraksi T : b aria A adinasy

.

T

berlarut-larut, justru menunda pem-

giatan dan rapat-rapat lainnya yang

‘memang harus dlhédirioléh ing@- :

ta,) ingatdia. : Sl

h  Yang mengatur masalah kehadiran

Sementara itu bara pimpinan fraksi
mengaku akan mendorong kehad-
iran para anggota. Terlebih fraksi

n  sudah memiliki aturan internal

2!

anggota. Apabila aturan internal tak
berjalan, fraksi mendorong Badan
Kehormatan DPRD Biﬂ.eleng bisa

turun tangan untuk melakukan pem-
binaan. (eps/gup)
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-Penutupan Bandara, Pariwisata Mulai Kena Im

Koordinator Terminal
Dituntut 1,5 Tahun

c DENPASAR - Mantan Kepala Dinas
- Komunikasi Kabupaten Jembrana, Gusti

Ngurah Bagus Putra Riyadi dan Koor-

dinator Terminal Manuver Gilima-

nuk Nengah Darna, yang sebelumnya
didudukkan sebagai terdakwa korupsi
retribusi di Terminal Manuver Gilima-
nuk, Rabu (4/7) menjalani sidang pu-
tusan di Pengadilan Tipikor Denpasar.
Majelis Hakim yang diketuai Ni Made
Sukereni, mengganjar kedua terdakwa
dengan hukumanberbeda.
-Sesuai amar putusan, terdakwa Gusti

Riyadi divonis dengan pidana penjara

selama 1 tahun atau lebih ringan 6 bulan

dari tuntutan trio Jaksa Penuntut Umum

(JPU) dari Kejari Jembrana, Made Pasek

‘Budiawan, Mearthi dan Lilik yang se-
‘belumnya menuntut terdakwa Riyadi

dengan tuntutan hukuman selama 1

 tahundan 6bulan (1,5 Tahun), dikurangi

-sepenuhnya selama terdakwa menjalani

- masa penahanan, denda Rp 50 jutasub-
sider 1 bulan penjara. Sed langkan Nengah

- Darna diganjar 1 tahun dan 6 bulan atau

- JPUyang sebelumnya menunut terdakwa
 dengan pidana penjara selama 2 tahun-
ikurangi sepenuhnya selama terdakwa

 Hukuman beda bagi keduanya, karena
Hakim menilai, kedua terdakwa ter-
bukti bersalah sebagaimana ketentuan
dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31
Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaima-
na dakwaan subsider jaksa.
Sedangkan soal uang pengganti, da-

- ransfer ke rekening kas daerah.

lam amar putusan hakim, terdakwa

. - tidak dibebani karena sebelumnya yang

- bersangkutan sudah mengembalikkan.

Danayang dikembalikan terdakwa yakni

sebesar Rp 190.600.000 dari total nilai
kerugian negara sebesar Rp 429.700.000.

Atas vonis itu, para terdakwa yang
didampingi penasehat hukumnya I
Gusti Muliarta dkk menyatakan me-

nerima, sedangkan pihak JPU men-

yatakan pikir-pikir.
Seperti diketahui, hingga kasus ini
- bergulir berawal dari terdakwa IGN
Bagus Putra selaku kadis Kominfi
Jembrana ditunjuk bupati Jembrana

- mengelola PAD (Pendapatan Asli Daer-
ah), yakni berupa retribusi Terminal

Manuver Gilimanuk. Selanjutnya, atas
- penunjukan itu, terdakwa Bagus Putra
Riyadi meminta terdakwa Nengah Dar-
nauntukmembantunya mengkoordinir
di Terminal Manuver Gilimanuk,

terdakwa Gusti Riyadi menjadi koordina-

‘membuat inisiatif memotong pendapa-
tanretribusi itu sebesar Rp 30 ribu untuk
‘setiap petugas jaga yang jumlahnya 11
‘orangsetiap shif. Pembagian juga diteri-
ma oleh Darna sendiri. Polanya, setelah
uang retribusi terkumpul, dipotong

" terlebih dahulu oleh Darna kemudian

dibagi. Sisa pendapatan itu diserahkan
ke Made Sus Adhi yang kemudian dit-

~ Singkat cerita, setelahmembuat perang-
kat, selain terdakwa Darna ditunjuk oleh

bendahara penerimaretribusidi inal
e ai” m,_,Gi .I]iex.‘,e,mi. ,;l:a nakan karcis,
~ Selanjutnya dengan diberikannya cel-

aholeh terdakwa Gusti Putz Riyadi saat
- pengarahan, kemudian terdakwa Darna
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Perbekel Berkasus,

'SEMARAPURA- Akibat Per-
bekel Desa Satra, Kecamatan
Klungkung, Ni Made Ratnadi
terseret kasus dugaan penyele-
wengan pengelolaan APBDes
Satra Tahun 2015, amprah
(dari kata Belanda ‘aanvraag’,
permintaan) Dana Desa (DD)
untuk Desa Satra terhambat.
Pasalnya, Desa Satra baru
mendapat rekomendasi un-
tuk mengamprah DD-nya
pada tanggal 25 Juni 2018

‘uarga Berencana Klun,
I Wayan Suteja, Selasa (3/7)

'yang besarannya m ;
* Rp 682.396.000 tidak bisa di-
= amprah.prasaanw}

‘sanya ditetapkan sebagai

Pelaksana Tugas (Plt).

Kepala Dinas Pemberdayaan -
Masyarakat dan Desa, Pen-

gendalian Penduduk dan Kel-

mengungkapkan, setelah

Ratnadi ditetapkan sebagai

tersangka, DD desa tersebut

g ?eiakvana
“uar. B’aru‘buiaf!ﬂei lalu
‘Sekdesnya ditetapkan sebagai

Amprah Dana Desa Terhambat

“ hanya sebagai Pelaksana Hari-
an (Plh) lantaran persetujuan
dari Kementenan D,a.’[am

Negeri untuk penetapan Sek-

re;arls-Desa Satra sebagai

belum kel-

Pelaksana Tugas,” ungkapnya.

Dengan turunnya persetu-

~ juan itu, diungkapkannya re--
: komendasl ‘untuk pengam-

prahan DD Satra keluar pada

lalu, setelah Sekretaris De- S tanggaizs Juni 2018 lalu. Dan

i
EIa E

puwt untuk menggeta:;adaf
karya. “Untuk penggunaan
‘Dana Desa, di Btdangr Pem-

BewM 86

keluar kegiatan sudah dapat

dilaksanakan dengan segera.

- Kalau desa lain, untuk DD

ﬁhap pertama sudah diam- -
_ prah sejak lamxan, katanya

DD tahap pertama sebesar Rp-
136.479.200 dan tahap kedua
i sebesar Rp 272. 958 400 su-
" dah diamprah. Meski DD itu

: bam diamprah, pihaknya op-

: kegiatan-kegiatanyang Lebih lmmd gkapkan- e _
: u\g:xairencaﬂakan pihak - 3 g'ga‘bk’aﬁ
Desa SatramenggunakapDD ; :

ol taqg ‘_\bauan pemerintah

jAdeunhing ’

' gasadtsempannyamencapm
50,09 persen. “Sebenarnya
serapannya di lapangan su-
dah lebih besar dar ¢
“hitung sera

Edisi  : fabo ¢ Jult 20
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Jorok dan ‘
Menebar Bau
‘Tak Sedap

PANJI ANOM -Fasilitas Ru-
mah Potong Hewan (RPH)
di Banjar Dinas Batupulu,
Desa Panji Anom, Kecamatan
Sukasada, menuai protes
dari warga setempat. Warga
mendesak pemerintah segera
merelokasi fasilitas tersebut.

- Itu karena dianggap kurang
bersih alias jorok. Warga juga
merasa tak nyaman karena
dampak yang dihasilkan.

Warga menyebut tiap hari
selalu timbul bau tidak
sedap dari arah rumah po-
tong hewan. Bukan hanya
bau, limbah berupa sisa-sisa
sapi yang dijagal, tak ditan-
gani dengan baik. Sedikitnya
ada 25 kepala keluarga yang
terdampak faslitas RPH itu.

RPH diketahui beroperasi
sejak pukul 01.00 dini hari. Bi-
asanya pada pagi hari, bau bu-
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R Perwaldl

Panji Anom
Desak Relokasi

suk mulai menyebar ke rumah
warga. Bau itu akan bertahan
hingga sore hari. Diduga bau
muncul karena fasilitas septic
tank tak berfungsi.

Selain itu, anjing liar sering
masuk ke dalam RPH dan me-
mangsa limbah jagal hewan.
Baikitu berupa tanduk, tulang,
ekor, bahkan terkadang janin
sapi. Anjing juga sering mem-
bawa sisa-sisa tubuh hewan, ke
halaman rumah warga. “Kami
sudah lama jadi korban RPH
ini. Anjing liar itu sering keluar
masuk bawa limbah sapi, en-
tah itu tulangnya, tanduknya,
ekornya. Sampai pernah ada
janin sapi yang dibawa ke-
mana-mana oleh anjing liar.
Ini artinya kan pengelolaan
lingkungan di dalam RPH itu
sudah nggak beres,” ujar Putu
Mara, salah seorang tokoh
masyarakat setempat.

Putu Mara yang juga anggo-
ta Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) Panji Anom itu
mengaku sudah melapor ke
kantor desa. selain itu pihak
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Pl Bukant;imyakeidinas, iajugé
o mengad(;kanmas&lahimpada
. DPRD Buleleng hingga aparat

. kepolisian. Sebab ia khawatir
" masalah keberadaan RPH -

akan memicu emosi warga.
erlebih cukup lama pengad-

D1 K

SR : 2 tidak ada respons,”
BAU TAK SEDAP: Rumah Potong Hewan (RPH) di Desa Panji Anom  jdealnya, kata Gina, lim-
yang di&r:r:: warga lantaran. menebar bau danmngganwkenya- e ﬂ‘:i‘:l;f_,R P H dikel.!)ljr.l deq‘4"

| ; Pganrs e, g eseos S5y atk sehinges dampak

perbekel juga telah melapor-  dipindahkan dan menolakke-  yang muncul bisa ditekan
kannya pada instansi terkait. * peradaan RPH ini,’ tegas Mara. ~ semaksimal mungkin. Ia pun -
Sayangnya, hingga kini tak - Sementara itu Perbekel sependapatbila RPH dipindah
hfumg ada tindak lanjut ter- ~Panji Anom, Made Gina tak _ ke lokasilain yangjauh dengan
kait hal tersebut. “Bagaimana- menampik keluhan warganya. pemukiman warga. “Menurut

pun caranya, limbah itu harus  Gina mengaku pencemaran pandangan kami, memang

tertangani. Persoalannya ka- limbah RPH di Banjar Di- ‘lebih baik dipindahkan saja

mi-kami yang tinggal paling nas Batupulu sudah sering RPH-nya. Bi tidak menjadi

dekat dengan RPH ini yang dikeluhkan warga dan telah masalah yang berulang terus

paling ter ampak. Selain itu, _diprotes sejak lama. Keluhan menerus. Karena yang diru-

kesapakatan lingkungan dis-  itu juga pernah ia sampaikan gikanjuga'wargak"ami sendiri,”
ini, memohon agar RPH ini ke Dinas Pertanian Buleleng.  tukasnya. (eps/rid) G
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Hotel Rp 15 Miliar
Badung Siap Ekspose
Para Penunggak
MANGUPURA Berbagal cara
dlsmpkanBadanPendapatan Daer-
ah (Bapenda) Kabupaten Badung
untuk memburu wajib pajak (WP)
nakal. Bapenda akan memasang
- spanduk khusus di tempat wajib
~ pajak (WP) yang menunggak pajak.
Dalam spanduk itu nantinya ter-
tulis bahwa objek yang dipasangi
spandukadalahWPyangudakmau : : S
membayarpajak. -~ Target Rp 10 triliun
-Tidak cukup itu saja. Bapenda itu ?(ariﬁ':)ptimisti:
juga akan mengekspose ke media tercapai. Asal tidak
WP pengemplang pajak. Dengan  ada perubahan situasi
adanya sanksi seperti itu diharap- ~ ekonomi internasional
kan WP mau menunaikan kewa- _dan erupsi Gunung
" jibannya membayar pajak. Tidak Agung. Kalau itu
peduli hotel berbintang atau resto- terjadi, maka target
ran mewah. Semua yang menung- : bisa direvisi,”
gak akan dlpasang1 spanduk. o ;

-~ Aturan pemasangan spanduk ~~ Made Sutama, 7
tersebut tertuang dalam Perbup No Kepala Bapenda Badung :
15/2018 tentang tata cara pemung- -
utan pajak di Kabupaten Badung.  agai tahapan. Sebelum dipasangi
Pelaksanaan Perbup sendiri saat  spanduk akan diberi pembinaan
ini tinggal menunggu pengesahan. - dan peringatan terlebih dahulu
“Setelah Perbup disahkan, maka  Ditegaskan, pemerintah meminta
kami akan terapkan di lapangan. pajak bukan berarti pemermtah
‘Kami juga akan ekspose di media  memotong keuntungan WP. Sebab
‘ujar Kepala Bapenda Kabupaten pajak yang diminta pemerintah .

“Badung, 1 Made Sutama kepada adalah titipan dari konsumen saat -

Jawa Pos Radar Bali, Sabtu (7/7). *  pembayaran. Sutama berharap WP

" Sutama mengungkapkan, pema-  sadar mau menyerahkan pajak titi-.
sanganspanduk di tempat WPnakal  pan konsumen = ‘
tersebut tentu setelah melalui berb- ~ ¥ Baca Ada.. HaI 7
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